BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

PROVINS| DAERAH KAUSUS IBJXOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUNM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI

DAERAH KHUSLS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 202Z

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINS. DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEFALA BIRO HJKUM SETDA PROVINSI CAERAH KFUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Manimbang

Mengingat

a. banwa berdasarkar Pasal 20 ayat (¢) Peraturan Gubernur Nomor

172 Tanun 2016 teniang Layanan Informasi Publik, perlu
menetapkan  struxtur  Pejakat  Pengelola Informasi dan
Doxumentasi;

. banwa  berdasar<an pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Hukum
Sexretarat Daerat Provinsi DJaerah Khusus |bukota Jakarta
tenzang Pejabat Fengeloia Informas. dan Dokumentasi Pada Biro
Huxam Sekretar at Dasrah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
daxar.a “ahun 2022;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan

P-ovinsi Dagrah Krusug lbukota Jakarta sebagai ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Inconesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Rapublix Indonesia Noror 4744);

Uncang-Undang Nomor 23 Tahur 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Narmor 244, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia
Normor 5587) setagaimana telah keberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Jndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Parubahan Kedia Atas Undarg -Undang Nomor 23 Tahun 2014
(Lerbaran Negare Reoublik 1ndonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambatan Lemkaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahu~ 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun
2C°4 Nemor 29z Tambaran Lembaran Negara  Republik
Inconesia Nomor £507).

. Psraturan Menteri Dalam Negeri Namor 35 Tahun 2010 tentang

P=doman Pengeloiaan “elayanan nformasi dan Dokumentasi di




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Lingkungan Kementerian Dalamr Negeri dan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Rapublik Indonesia “ahun 2010 Nomor 245):

5. Peraturan Guberrur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan

Informasi Publik (Berita Dasran Provinsi Daerah Khusus ibukota
Jekarta Tahun 2048 Nomor 12°17);

MEMUTUSKAN:

KEFUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM TENTANG PEJABAT
PENGELOLA INFORMAS| DAN DOKUMENTASI PADA BIRO HUKUM
SEKXRETARIAT DAERAH FROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA TAHUN 2022,

Menunjuk Pejebat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Biro
Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
dangan susunan struktur pe:abat pengelola informasi dan dokumentasi
sebagaimana ercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Kapala Biro Hukum ini.

Pejabat Pengeiola Informasi can Dokumentasi mempunyai tanggung
jawad dan tugas sebagai berikut:

1. Pejaktat Pengslola informasi dar Dokumentasi bertanggung jawab
d" bidang layanan irformas publik yang meliputi proses
penyimpanan, pendokumertasian, penyediaan pelayanan dan
pengumuman informasi yang capat diakses oleh publik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dalam pelaksanaan tugas Psjabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi mempunya tugas :

a. memberikan layanan informasi kepada publik;

b. menyimpan. mendokumentasikan, menyediakan dan memberi
pelayanean informasi kepada publik;

membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Provinsi didalam melaksarakan tugasnya;

O

d. melakukan verifikasi bahan informasi publik;

W

melaxukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi:

~. menyediakan informasi dar dokumentasi untuk diakses oleh
pamohon intormasi publix;

3 melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk
selanjutnya dilakukan uji konsekuensi:

1. membouar laporan pelayan infcrmasi; dan

melaksanakan tugas amnya yang diperintahkan oleh atasan
Pejabat Pengelola Informasi can Dokumentasi.

Peiakat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai wewenang
sebagai berikut;

a. mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada Biro Hukum
Sexretaris Dzeran Provinsi Daeran Khusus [bukota Jakarta dan/atau
Feiaba: Fungsional yang meniad tugas dan fungsi serta cakupan
kerjarya;

b. mene:apkan/merentu<an suJatu informasi publik dapat diakses
sscara  umum atau tidak berdasarkan pengujian tentang
konsekuensi;




c. menolak permohoran informasi publik secara tertulis apabila
informasi  publik yang cimconon termasuk informasi  yang
dikecLalikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan
entang hak dan tata cara bag pemohon informasi publik untuk
mengajukan keberatan atas perclakan tersebut;

d. membuat, memelihara can/eta. memutakhirkan daftar informasi
publik secara berkala peling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap
tulannya; dan

e. meminta dan memperoie- irformasi dari unit kerja/komponen
/satuan kera yang merjadi tugas dan fungsi serta cakupan
kerjanya

KEEM>AT . Melzporkan hasil pe'aksanaz~ pengelolaan informasi dan dokumentasi
secara oerkala 1 (satu) setiag bulannya dan/atau sesuai kebutuhan.

KELIMA . Keputusan Kepala Bro Hukum ini mulai berlaku pada tanggal
d tztapkan.

Citetapkan di Jakarta
pada tz~ggal 2 Januari 2022
KE=2ALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT
DAERAE PROVINSI. DAERAH KHUSUS
IBUKCTA JAKARTA,

AYAN YUHANAH
NIP 1£6508241994032003

Tembusan :
1. PIt Asisten Pemerintahan S=kda Provirsi DKI Jaxarta
2. Kepala Dinas Komuni<asi Informatika dan Statist k Frovinsi DKI Jakarta



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETAFIAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMCR 2 T7AHON 1022
TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PADA BIRO
HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PRCVINS|I DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA.

STRUKTUR PEJABAT PENGELCLA INFO2MASI| DAN DOKUMENTASI

Penanggung
Jaweb

Peiabat Pengelola
Informasi dan
Dokumentasi

Sexretaris

Bidang Pelayanan
Huxum dan
Doxumentasi
Informasi

Bidang
Pengolahan Data
dar Klasifikasi
Infcrmasi

Bidang
Penyelesaian
Sengketa

Anggota

<epala Biro Hukum Sexretaria: Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta

Kepala Bagian Pembinzzr HAM, Dokumentasi dan

Publikasi Hukum

Kepala Subbagian Tata Usaha 3iro

1. Kepala Subkocrcinator Urusan  Pengundangan dan

Dokumentasi Hukum

2. Kepala Subkoordinator Urusan Subbagian Pelayanan

o

Hukum Il

Kepala Subkcordinator Urusar Peraturan Perundang-
Jndangan Bidang Pemerintanan dan Kesejahteraan
=akyat

Kepala Subkoordinator Urusan 3antuan Hukum |

.Para  JFT dan J5U  Subkoordinator Urusan
Pengundangan dan Dokumenasi Hukum

. Para JFT dar JFL Subkoordinator Urusan Pelayanan
Hukum Il

. Para JFT dan JFU Subkoordinator Urusan Peraturan
Perundang-undangan Bidang Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyar
Para JFT dan JFU Subkcordinator Urusan Bantuan
Hukum |

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH FROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKCTA JAKARTA,

W=
YAY AN YUHANAH
MNP 195508241994032003



